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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alenia IV, 

yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
1
 Dalam rangka 

melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar di seluruh pelosok 

negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan 

serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembangkan atas 

dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi 

daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat 

menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan 

bersama-sama dengan dekonsentrasi.
2
 

Implementasi kebijakan merupakan suatu aktifitas yang paling 

penting. Tetapi tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap 
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kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktifitas 

implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan. 

Dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat, maka fokus analisis 

implementasi kebijakan itu akan mencakupkan usaha-usaha yang 

dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga ditingkat 

pusat untuk mendapatkan keputusan dari lembaga-lembaga atau pejabat-

pejabat tingkat yang lebih rendah/daerah, dalam upaya mereka 

memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat/kelompok 

sasaran dari program yang bersangkutan. 

Apabila ternyata program tidak berjalan sebagaimana mestinya, 

kemungkinan akan dilakukan upaya penyesuaian terhadap program 

tersebut atau pengenaan sanksi hukum tertentu pada pejabat-pejabat yang 

bertanggung jawab jika perlu kebijakan itu sendiri dirumuskan kembali. 

Kendati pun demikian, perhatian utama dari pemerintah pusat ini biasanya 

berkenaan dengan masalah, pertama, sejauh mana tujuan-tujuan atau 

sasaran-sasaran resmi kebijakan telah tercapai, kedua, apa alasan yang 

menyebabkan tujuan tertentu tercapai atau tidak. Dalam penelitian yang 

menyangkut persoalan implementasi kebijakan publik, hal-hal itulah yang 

sering kali dijadikan sebagai tema sentral penelitian.
3
  

Adanya undang-undang dan peraturan lain juga diperlukan karena 

disitu tercermin adanya nilai demokrasi. Ini dikarenakan pembuatan 

undang-undang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan 
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rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Pasal 18 ayat (2) 

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa: “Pemerintah daerah 

provinsi, daerah kabupaten, daerah kota mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. 

Selain dari itu, dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan di 

segala bidang, demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh 

kegiatan pembangunan diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, tidak semua urusan 

pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi daerah 

diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 

Dari ketentuan pasal yang diamandemen tersebut, lahirlah 

pemerintah daerah melalui Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) Otonomi Dearah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.
4
 

Peraturan daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrumen 

aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dimasing-masing daerah 
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otonom. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 

persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). 

Terkait hal ini keterangan-keterangan Allah dalam al-Qur’an yang 

bersifat umum menjadikannya fleksibel dari waktu ke waktu. Rasulullah 

pun memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Allah tersebut sehingga 

lebih mudah dipahami oleh umat. Oleh sebab itu, dalam ajaran islam 

pembuat undang-undang yang harus dianut oleh manusia di dunia adalah 

Allah swt. Allah berfirman pada Q.S Al-Jasiyah:18. 

                         

      

“kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat 

(peraturan) dari agama itu, Maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah 

engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”5
 

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu berada dalam 

suatu peraturan dari agamanya yang membatasi dia bertindak sesuatu 

dimuka bumi, hubungan ayat tersebut dengan pelaksanaan peraturan 

daerah adalah bahwa peraturan yang dibuat pemerintah daerah tersebut 

harus ditaati untuk menunjang kepentingan masyarakat di kota itu sendiri. 

Kemudian dijelaskan lagi dalam ayat lain bahwa setiap muslim 

wajib mentaati Allah dan rasulNya. Allah berfirman pada Q.S. An-nisa:59. 
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“Hai orang-orang yang berima! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri (Pemegang Kekuasaan) diantara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
6
 

Hukum al-Qur’an dapat dikatakan terbatas dengan kebutuhan 

masyarakat terhadap hukum serta al-Qur’an ini bersifat global. Ijtihad 

digunakan untuk menggali hukum yang secara detail tidak didapat dalam 

al-Qur’an dan sunnah. Ini menunjukkan bahwa dalam ajaran islam sumber 

pokok hukum adalah al-Qur’an dan kemudian al-Hadits, sedangkan dalam 

masalah detail diserahkan kepada akal sehat manusia untuk menggali 

hukum untuk kemaslahatan umum.
7
 

Adapun peraturan yang merupakan salah satu ketetapan yang 

dibuat oleh pemerintah daerah yakni peraturan daerah di Kota 

Banjarmasin. Dari peraturan daerah tersebut pemerintah daerah bersama 
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DPRD membuat peraturan daerah yang mengikat masyarakatnya guna 

dilaksanakan karena untuk kepentingan masyarakat sendiri.
8
 

Sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin 

tidak pernah sunyi dari keramaian dan banyaknya alat transportasi 

kendaraan yang digunakan pada zaman sekarang. Selain daripada itu, 

banyak juga tempat hiburan yang dikunjungi oleh masyarakat apalagi di 

saat hari liburan. Maka dari banyaknya pengunjung yang datang berbagai 

macam kendaraan yang dikendarai, baik itu berupa sepeda motor, mobil, 

ataupun kendaraan yang lainnya. Guna untuk memudahkan para 

pengunjung maka diperlukannya tempat perparkiran yang memadai untuk 

para pengunjung. Dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki 

peraturan daerah yang salah satunya mengatur tentang pajak parkir, yaitu 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 membahas tentang Pajak Parkir 

Seperti diketahui waktu lalu, pihak Dinas Perhubungan Kota 

Banjarmasin menutup akses parkir mobil di Jalan Ujung Murung, tepatnya 

di seberang bangunan Metro City sudah beroperasi, yang letaknya juga 

tepat di tepi sungai Martapura tersebut. Alasannya pengelola parkir di 

lokasi tersebut belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Kota Banjarmasin.
9
 Dalam hal tersebut 

bahwa setiap orang atau badan yang ingin melakukan pengelolaan parkir 

mesti mengikuti instruksi dari Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan di 

                                                 
8
Leden Marpaung, Menggapai Tertib Hukum di Indonesia, Sinar Garfika: Jakarta, 1999. 

Hlm 51. 
9
http://redkal.com/ini-kata-pengamat-hukum-kalsel-soal-mahalnya-biaya-parkir-di banjarmasin/ 

 

http://redkal.com/ini-kata-pengamat-hukum-kalsel-soal-mahalnya-biaya-parkir-di%20banjarmasin/


7 

 

Kota Banjarmasin. Akan tetapi dalam pengaplikasiannya kali ini masih 

ada beberapa masyarakat yang belum melaksanakan dengan sepenuhnya. 

Selain itu beberapa lokasi yang menggunakan pajak parkir, mereka 

menggunakan sistem parkir di hitung per jam. Melihat hal itu, Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir memang menguntungkan bagi 

Pemerintah kota Banjarmasin. Akan tetapi disisi lain ada beberapa 

masyarakat yang mengeluhkan adanya pajak parkir tersebut, seperti biaya 

yang dibayar lebih mahal. Dari hasil parkir itu, pemerintah Kota 

Banjarmasin mendapatkan pembagian 30% dari total pemasukan suatu 

tempat yang menggunakan pajak parkir. 

Menurut pengamat hukum Kalimantan Selatan Dr. Fauzan Ramon, 

revisi aturan terkait pajak parkir harus segera dilakukan mengingat saat ini 

beban masyarakat sudah sangat tinggi, sehingga semestinya pemerintah 

meringankan bukan sebaliknya memberatkan masyarakat.
10

 Adapun 

beberapa masyarakat yang mengeluhkan bahwa di sebuah tempat yang 

berbasis pajak parkir merasa biaya yang dikeluarkan untuk bayar parkir 

terasa mahal dikarenakan ada yang memberikan tarif yang tidak sesuai 

dengan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Kota 

Banjarmasin yang terjadi dikalangan masyarakat maupun kendala yang 
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dihadapi oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengangkat judul skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Kota Banjarmasin”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat 

beberapa rumusan masalah yang diantaranya: 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 

Tentang Pajak Parkir Kota Banjarmasin? 

2. Apa saja kendala dan dampak yang dihadapi oleh pemerintah Kota 

Banjarmasin tentang pajak parkir? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2011 Tentang Pajak Parkir Kota Banjarmasin. 

2. Untuk mengetahui kendala dan dampak yang dihadapi oleh pemerintah 

Kota Banjarmasin tentang pajak parkir. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai: 

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu 

kesyariahan. 
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2. Penambah wawasan dan pengetahuan peneliti pada khususnya dan 

pembaca pada umumnya tentang bagaimana implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Kota Banjarmasin, 

diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan 

sebagai bahan informasi dalam bidang hukum tata negara. 

3. Bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin 

meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi 

kalangan civitas akademis. 

4. Menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari serta Fakultas 

Syari’ah. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan terhadap pemahaman dan untuk 

memperjelas judul penelitian, maka berikut definisi ataupun batasan istilah 

dari judul penelitian sebagai berikut: 

1. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 

dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan 

badan peradilan.
11

 Jadi implementasi yang dimaksud di sini adalah 

pelaksanaannya, apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya 

oleh pemerintah. 
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2. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12

 Jadi 

Peraturan daerah yang dimaksud di sini adalah peraturan daerah yang 

berlaku sejak 2011 dan masih berlaku sampai saat ini di Kota 

Banjarmasin. 

3. Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor.
13

 Jadi pajak yang dimaksud di sini 

adalah pajak parkir yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Kota Banjarmasin. 

4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 

bersifat sementara.
14

 Jadi maksud parkir di sini adalah parkir yang 

tempatnya berbasis pajak parkir seperti di rumah sakit, pasar serta 

orang yang memiliki lahannya sendiri dijadikan untuk tempat usaha. 

 

F. Kajian Pustaka 

Dalam pembahasan penelitian kali ini, peneliti telah mengkaji dari 

beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti, 

baik berupa dari buku maupun dari skripsi dari penelitian orang lain 
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Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat: Jakarta, 2005. Hlm 232. 
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sebagai referensi pendukung peneliti. Adapun skripsi maupun jurnal yang 

mengkaji berbagai hal mengenai pajak parkir yang pernah diangkat 

permasalahannya oleh orang lain, baik dalam bentuk penulisan literatur 

maupun lapangan, diantaranya: 

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Parkir Di Kota Medan (Oleh Atika M. Tampubolon dan M. Arifin 

Nasution, S.Sos, M, SP).
15

 Dalam penelitiannya sama membahas 

tentang implementasi, akan tetapi lebih kepada untuk mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah 

tersebut. 

2. Selanjutnya pada jurnal Studi Implementasi Kebijakan Pemungutan 

Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang (Studi kasus pada Dinas 

Pendapatan Kota Malang) (Oleh Leny Nurfitri).
16

 Dalam jurnal 

tersebut sama membahas tentang kebijakan implementasi pajaknya, 

namun perbedaannya tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak 

parkir dan hambatan serta solusi dalam pemungutan pajak parkir. 

3. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1/Tahun 2004, Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan (Oleh Harlan Evan Kapioru, 

                                                 
15

http://admnegara.usu.ac.id/index.php/16-penelitian-pengabdian/-implementasi-peraturan-

daerah-nomor-10-tahun-2011-tentang-pajak-parkir-di-kota-medan 06.08.2018, 15.07 wita. 

 
16

http://www.koleksiskripsi.com/2010/12/pajak-parkir-terhadap-pendapatan-asli.html 

8.07.2018, 05.33 wita 

http://admnegara.usu.ac.id/index.php/16-penelitian-pengabdian/-implementasi-peraturan-daerah-nomor-10-tahun-2011-tentang-pajak-parkir-di-kota-medan
http://admnegara.usu.ac.id/index.php/16-penelitian-pengabdian/-implementasi-peraturan-daerah-nomor-10-tahun-2011-tentang-pajak-parkir-di-kota-medan
http://www.koleksiskripsi.com/2010/12/pajak-parkir-terhadap-pendapatan-asli.html%208.07.2018
http://www.koleksiskripsi.com/2010/12/pajak-parkir-terhadap-pendapatan-asli.html%208.07.2018
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Pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana, NTT).
17

 Jurnal 

tersebut sama membahas tentang implementasi, tetapi lebih kepada 

masalah faktor sistem manajemen pengenaan parkir dan faktor sistem 

pemungutan retribusi parkir yang belum berjalan dengan baik. 

4. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD (Jurnal Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik) (Oleh Semdi J.E. Soebaba Sugeng Rusmiwari, 

Willy Tri Hardianto dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi).
18

 

Sama membahas tentang implementasi, perbedaan dalam jurnal 

tersebut membahas permasalahan tentang kewenangan kepada daerah 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta 

menunjang pendapatan asli daerah. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri dari lima Bab yang diharapkan mempermudah 

dalam mencari poin-poin tertentu sehingga peneliti mencoba merincikan 

sebagai berikut: 

Bab pertama yang berisi pendahuluan terdiri dari lima pokok 

bahasan atau rincian yaitu menguraikan hal yang berkaitan dengan latar 

belakang masalah, yaitu alasan mengapa memilih judul dan gambaran dari 

permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

                                                 
17

https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/2157/1795 oleh Harlan Evan 

Kapioru. 9.9.2018,14.05 wita. 

 
18

http://www.koleksiskripsi.com/2010/11/free-download-skripsi-1.html 9.9.2018,14.50 wita  

https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/2157/1795
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signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan yang 

terakhir sistematika penulisan. 

Bab kedua merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk 

menganalisis data yang diperoleh, serta akan membahas masalah-masalah 

yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang 

mendukung serta relevan dari buku atau literatur lainnya. 

Bab ketiga adalah metode penelitian yang berisi tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis 

data dan prosedur penelitian. 

Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian tentang 

gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan dilengkapi dengan 

analisis data. 

Bab kelima berisi penutup. Dalam bagian penutup akan disajikan 

pembahasan akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dari 

penelitian dan saran-saran. 
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